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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 
Faktor-faktor yuridis yang menyebabkan bank tidak dapat melakukan 

eksekusi jaminan utang pada perjanjian kredit dengan kualitas macet terdapat 

pada pengaturan dalam asas prioritas ditujukan untuk melindungi kreditor 

sebagai pemegang hak tanggungan yang seharusnya diprioritaskan, Pasal 25 

Perjanjian Kredit BNI yang pada intinya menyatakan bahwa penyelesaian 

kredit macet salah satunya dengan mengeksekusi dan melaksanakan hak-hak 

bank atas jaminan, dan Pasal 6 UU Hak Tanggungan yang mengatakan bahwa 

pemegang objek hak tanggungan berhak untuk menjual objek hak tanggungan 

dengan kekuatannya sendiri melalui pelelangan umum untuk pelunasan utang 

saat debitor wanprestasi. Pelaksanaan pasal-pasal tersebut pada prakteknya 

kreditor terbentur pada pengaturan dalam Pasal 27 ayat (1) PMK Nomor 213 

Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang mengatur bahwa 

pelaksanaan lelang eksekusi Pasal 6 UU Hak Tanggungan tidak dapat 

dilaksanakan dikarenakan terdapat gugatan dari pihak lain. 

B. Saran 
 

1. Lembaga perbankan sebagai kreditor seharusnya tetap dapat melakukan 

eksekusi hak tanggungan demi memenuhi pelunasan utang, hal tersebut 

dikarenakan dalam hierarkie peraturan peruandang-undangan 

mengatakan bahwa undang-undang lebih tinggi tingkatannya daripada 

peraturan menteri. 
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2. Lembaga perbankan sebagai kreditor perlu melakukan analisis kredit 

sebagai wujud penerapan prinsip kehati-hatian terutama penilaian 

terhadap objek jaminan dengan lebih komperhensif, salah satunya dengan 

melakukan peniliaian terkait dengan jaminan yang dijaminkan dari pihak 

debitor kepada pihak kreditor. Misalnya, dalam kasus ini adalah hak 

tanggungan yang dinilai tidak hanya berdasarkan data milik BPN saja 

melainkan juga memerlukan penilaian lebih lanjut seperti histori warkah 

untuk meminimalisir terjadinya sengketa di kemudian hari. 

 

3. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 

tentang Petunjuk Pelaksana Lelang perlu disesuaikan dengan asas 

prioritas hak kebendaan sehingga dapat memberikan perlindungan 

kepada kreditor pemegang hak kebendaan. 
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